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General Features of Indonesian Fisheries
Fishing Vessels in Indonesian Fisheries ‘
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« Why Indonesian (small scale) fisheries is
as 1t Is now?

- many reasons, but one of the most important is lack of management/
poor governance:

-small scale fisheries is the least regulated fisheries (tend to crate open acc
ess regime on the ground/in the sea and top-down management)

- Government has limited capacity/capability to manage the fisheries

- Recently there is a shift toward decentralization and recognition of the tr
aditional rights of the community to manage their own resources.

This has stimulated the move toward strengthening community-based fish
eries (coastal management) through revitalization and ‘upgrading’
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Selayar: The context
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The sites
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Population: 1,839 people
515 households

Population: 2,516 people
693 households
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1. Team: 3 researchers, 3 existing
local facilitators

2. Participatory diagnosis case studies with

Our participatory process (overview)

Building local capacity
Gender balance

villages
— Community meetings
— Participant observation, with interviews

— Regular communication
3. Regular meetings with district and

provincial govt. and wider audience
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Existing management practice
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But

Destructive fishing (particularly by outsiders is still
a threat

Two villages in conflict over fisheries, others affected
and watching

Their referral to higher authorities invoked ecological
ly and socially undesirable win-lose solutions
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Combines multiple forms of knowledge, and
management role:

Survey of fished species

Diversity

Abundance s ¢

Recommended MPA design (long-term)
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Konstitusi (UUD 188B(2)
Amandemen)

281(3)
UU Pokok Agraria 2(4)
1960

UU PerikananNo.  6(2)
31/2004

Draft Revisi UU 11(2)
Perikanan

Negara mengakul dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Bagian
dari Hak Asasi Manusia)

Kewenangan negara —untuk menguasai tanah, air dan udara — * *
dalam prakteknya dapat didelegasikan kepada pemerintah O I C a n a S I S
daerah dan masyarakat adat.

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan

dan ikan harus hukum
adat dan/atau kearifan lokal serta memperhati-kan peran serta
masyarakat.

Dalam Perikakan......untuk i

penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan diberikan
pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang diakui

dan/atau sistem perikakan
berbasis masyarakat yang memiliki kearifan lokal untuk
menjaga kelestarian dan kesejahteraan

MPA modeling

Conflict
mapping
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Jenis/Level Aturan m Isi pengaturan
Some regu |ations Konstitusi (UUD 18B(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
Amandemen) masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang
DN COAa Stal ma nag masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
ement undang-undang
281 (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [Bagian
dari Hak Asasi Manusia]
UU Pokok Agraria 2 (4) Kewenangan negara —untuk menguasai tanah, air dan udara —
1960 dalam prakteknya dapat didelegasikan kepada pemerintah
daerah dan masyarakat adat.
~ . . UU Perikanan No. 6(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan
_ONVvINCI ng |Oca| 31/2004 dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum
i tt adat dan/atau kearifan lokal serta memperhati-kan peran serta
:Overn ment 1o masyarakat.
SU ppO rt commun Ity Draft Revisi UU 11(2) Dalam pengelolaan Perikakan.......untuk kepentingan
Perikanan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan diberikan
pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang diakui
keberadaannya dan/atau sistem pengelolaan perikakan
berbasis masyarakat yang memiliki kearifan lokal untuk
menjaga kelestarian dan kesejahteraan

But Law No. 23/2014 on Regional Government takes out the authority of district g

ovt. to manage the first 4 miles of coastal water.




\?// Food and Agriculture

Organization of the
United Nations

The results

The village regulations
(Peraturan Desa)

PERATURAN DESA BUNGAIYA
NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EEPALA DESA BUNGAIYA

Menimbang : a. Bahwa daerah perairan Desa Bungaiya memiliki kekayaan sumber daya alam
berupa ikan dan biota lainnya yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat

desa;

b. Bahwa kekayaan sumberdaya alam tersebut periu dipelihara dan dilestarikan,
sehimgga dapat pang k peraan desa secara
‘berkelanjutan;

c. Bahwa selama ini masyarakat desa telah mengatur penggunaan alat tangkap
dan konservasi atas dasar kearifan lokal;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada humif a dan b, c, dirassakan perlu
dibentuk Peraturan Desa untik menguatkan dan melengkapi kearifan
disional dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkat IT di Sulawesi ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

5. Undang-undang nomeor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pasal 2 humfl;

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubshan atas undang-
undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

7. Undang-undang Nomeor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;

10. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 28 angka (3).
Pasal 36 angka (3) pomt (c), Pasal 40 angka (1} point a, Pasal 70 angka (4)

oint a;

11 %ndang—\mdmg Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Pasal 24 point i, pasal 81
angka (3);

12. Undang-undang nomer 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak garam, Pasal 1 ayat 5, 28 Pasal 2
point j. Pasal 28 angka (4), Pasal 54 angka (3);

content:
» definition of management area
» regulation of fishing practices
» MPAs

» Management committee
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Post project

Dwindling implementation in Bungaiaya due to ten
< Jia sion between village leaders:

-political contestation

- Different attitude toward the legal standing of the
village regulation

Pulau Selayar
. * .
, x Follow up by Parak village:
{

)
* Padang

v - Coordination with higher govt institutions for

iImplementation
- Integration of coastal management with village go

vernment financial support
- Integration of ‘garbage bank’ activities to the coas

tal management.
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Turn garbage from pollution to source of in
come and improved fisheries

 BANK SAMPAH PUSAT
., JESA PARAK

ai Kab. Kepulayan Selayar
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Concluding Remarks

There is always ‘seeds’ to plant

Not always successful

Strong leadership important
keys for success (enabling condition)

Ways to go forward:
- Improve existing practice
- Improve legal/formal govt. support
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